WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah,
maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di
bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

bahwa untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan daerah
sebagail akibat dinamika pembangunan di Kota Mataram,
serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah, maka Peraturan Walikota sebelumnya
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Mataram;

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35815

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I:
2.

i

Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Walikota adalah Walikota Mataram.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
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11.
12.

13.

14.

1S

16.

(1)

Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Mataram.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Mataram.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Mataram.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat menjadi
UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu
dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kawasan adalah wilayah.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

BAB I
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris
Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu  Walikota melaksanakan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Dacrah.




(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, terdiri dari :

a.
b.

d.
e

Kepala.
Sekretariat terdiri terdiri atas:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang terdiri dari:
1. Bidang Perumahan, terdiri atas:
a) Seksi Pengembangan Perumahan;
b) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan;
dan
c) Seksi Perizinan dan Pengendalian Perumahan.
2. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:
a) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman;
b) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman; dan
c) Seksi Pertanahan Kawasan Permukiman.
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, terdiri atas:
a) Seksi Prasarana Perumahan;
b) Seksi Sarana Perumahan; dan
c) Seksi Utilitas Perumahan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.




(1)

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana
strategis serta program kerja Dinas;

b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;

d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta bimbingan dibidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan
instansi terkait.

f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi
Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat
dan/atau swasta,

g. pemberian pertimbangan dan penetapan perizinan serta
rekomendasi teknis dibidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

h. pelaksanaan pembinaan manajemen  kepegawaian
lingkup Dinas;

1. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif
terhadap UPTD;

k. pelaksanaan  monitoring dan evaluasi dibidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

N




Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi dalam lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

b.

pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Dinas;

pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan
anggaran, keuangan dan perlengkapan dan
ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan
perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut LHP, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan
masyarakat.

pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada
seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;

perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana
administrasi umum;

pengkoordinasian  penyusunan Standar Pelayanan
Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan
kegiatan lingkup Dinas;

perumusan dan penjabaran kebijakan teknis
penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan,
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan
tugas Dinas;

pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem
informasi manajemen Perumahan dan Kawasan
Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku;

pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan
Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan
administrasi umum, perencanaan, keuangan,
kepegawaian dan perlengkapan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan




m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh
seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok
mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:

a.

b.

penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan
Dinas;

bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan
administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan;
menyusun pertanggungjawaban, urusan
perbendaharaan anggaran belanja Dinas; dan

pembinaan administrasi keuangan pembangunan,
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan
Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja lingkup Dinas;

penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan dan pelaporan;

penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta
Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam
rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar
Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
penylapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang
perencanaan lingkup Dinas;

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
perencanaan lingkup Dinas sesual ketentuan yang
berlaku;

pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem
informasi manajemen Perumahan dan Kawasan
Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku;
melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan
perencanaan dan program kerja tahunan Dinas;




k. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan,
l. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;

m. pengelolaan administrasi keuangan rutin,  urusan
pembukuan;
n. menyusun pertanggungjawaban, urusan

perbendaharaan anggaran belanja Dinas;

o. pembinaan administrasi keuangan pembangunan di
lingkungan Dinas; dan

p. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan
Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengendalikan

pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan, rumah tangga

dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum
kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Program Kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga,
protokol dan perlengkapan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi
penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah
tangga, protokol dan perlengkapan;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian
dan kebutuhan perlengkapan;

e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan
dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor
sesual peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-
undangan;

g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan PNS lingkup Dinas;

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan
Barang;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.




(1)

Paragraf 3
Bidang Perumahan

Pasal 8

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang
perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai

fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

b. melakukan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian perumahan;

Cc. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan formal dan non formal;

d. merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dan
pengembangan perumahan;

e. pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana;

f. sosialiasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana atau relokasi program daerah;

g. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana
atau relokasi program pemerintah daerah;

h. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban
bencana atau relokasi program pemerintah kota;

1. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau
rumah khusus;

j. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan;

k. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
(SKBG);

l. memberdayakan masyarakat dalam rangka mencegah
perumahan kumuh;

m. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan perumahan, pembangunan, rehabilitasi
perumahan, perizinan dan pengendalian perumahan;

n. penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan perumahan, pembangunan, rehabilitasi
perumahan, perizinan dan pengendalian perumahan;




0. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan
perumahan, pembangunan, rehabilitasi perumahan,
perizinan dan pengendalian perumahan;

p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di  bidang pengembangan perumahan,
pembangunan, rehabilitasi perumahan, perizinan dan
pengendalian perumahan;

q. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengembangan perumahan, pembangunan, rehabilitasi
perumahan, perizinan dan pengendalian perumahan;

r. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

s. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam
rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya;

t. pengkoordinasian, pengawasan dan - pengendalian
pelaksanaan program sesuail dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa
data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

v. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;

w. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan
bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

X. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang; dan

y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Seksi Pengembangan Perumahan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Perumahan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan
dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan Pengembangan Perumahan.
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai
fungsi:

a.

2 =

penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan formal dan non formal;

penyusunan rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana;

menyusun rencana pengembangan perumahan pada
aspek penyediaan rumah korban bencana;

menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi
masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
daerah;

identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program pemerintah;

identifikasi lahan-lahan potensial sebagai relokasi
perumahan;

pengumpulan data rumah korban bencana kejadian
sebelumnya yang belum tertangani;

pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban
bencana alam atau terkena relokasi program pemerintah
daerah.

Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun
dan rumah khusus;

melakukan perencanaan rumah sederhana, rumah
menengah dan/atau rumah mewah;

. melakukan perancangan rumah layak huni;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;

1i




g. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. penylapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

t. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesual dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

u. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

w. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Perumahan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Pembangunan, Rehabilitasi Perumahan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kkerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi
penyediaan rumah dan korban bencana;

c. melaksanakan rencana pembangunan dan
pengembangan  perumahan pada aspek penyediaan
rumah korban bencana;

d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan
koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan
rumah korban bencana;
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melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyediaan rumah korban bencana;

melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah
korban bencana;

melaksanakan peningkatan kualitas rehabilitasi rumah
korban bencana;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan
utilitas umum terhadap kegiatan rehabilitasi rumah
korban bencana;

menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi
masyarakat yang terjena relokasi program pemerintah
daerah;

mencadangkan atau menyediakan tanah untuk
pembangunan penyediaan rumah bagi masyarakat yang
terkena relokasi, ,
menyusun kebijakan daerah bidang pemberdayaan
masyarakat untuk mencegah perumahan;

fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

. melakukan pembangunan perumahan dengan
mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang
ramah lingkungan;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan
pembangunan perumahan bersumber dari dana APBN;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup

tugasnya;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan;

penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan Kkriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;,

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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t. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

u. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

v. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

x. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Perizinan dan Pengendalian Perumahan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Perumahan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan perizinan dan pengendalian perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi perizinan dan pengendalian perumahan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

b. membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang
izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

c. melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas
umum pengembangan perumahan;

d. membuat SOP pengajuan penerbitan izin pembangunan
dan pengembangan perumahan;

e. memproses atau menolak pengajuan rekomendasi
penerbitan izin pembangunan dan pengembangan

perumahan;
f. membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang
persyaratan administrasi dan teknis sertifikat

kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
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membuat atau menyusun SOP penerbitan sertifikat
kepemilikan bangunan gedung;
memproses atau menolak  penerbitan  sertifikat
kepemilikan bangunan gedung;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian
penyelanggaraan pembangunan dan pengembangan
perumahan;

melakukan inventarisasi data prasarana, sarana dan
utilitas yang telah selesai dibangun oleh setiap orang;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan

instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;

penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuail dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan,;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.




(1)

Paragraf 4
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 12

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi

dibidang kawasan permukiman berdasarkan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman

mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya,;

b. menyusun dan menyempurnakan rencana pembangunan
dan pengembangan kawasan permukiman;

c. pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;

d. pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah
perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

e. penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha
(sepuluh hektar);

f. melakukan sinkronisasi data pembangunan sarana,
prasarana dan utilitas umum dengan rencana,
rancangan dan perizinan;

g. melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas
umum kawasan permukiman;

h. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi
pemerintah dan perolehan atas tanah dibidang
perumahan dan permukiman sesuai peraturan
perundang-undangan;

1. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman;

J. pemberian rekomendasi izin lokasi kawasan permukiman

dalam 1 (satu) Daerah;
k. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

o

3

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;

penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;

0. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam
Daerah;

p. penerbitan izin membuka tanah;
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aa.

bb.

CC.

dd.

perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya
dalam Daerah;

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penataan infrastruktur kawasan permukiman,
pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penataan infrastruktur kawasan permukiman,
pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan;
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang penataan
infrastruktur kawasan permukiman, pengembangan
kawasan permukiman dan pertanahan;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penataan infrastruktur kawasan
permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan
pertanahan;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan
infrastruktur kawasan permukiman, pengembangan
kawasan permukiman dan pertanahan;
pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam
rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya;
pengkoordinasian, pengawasan dan  pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa
data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan
bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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(1)

Pasal 13

Seksi Pembangunan  dan Pengembangan Kawasan

Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melakukan perencanaan penataan infrastruktur
kawasan permukiman;

c. menyusun rencana kawasan siap bangun dan
lingkungan siap bangun kawasan permukiman;

d. melakukan pendataan dan penetapan lokasi kawasan
permukiman kumuh perkotaan;

e. merencanakan penyediaan kapling tanah untuk
perumahan sebagai bagian dari permukiman;

f. melakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman
kembali;

g. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam
rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara
swadaya,;

h. menyusun kebijakan daerah bidang pemberdayaan
masyarakat untuk mencegah kawasan permukiman
kumuh perkotaan;

1. Melakukan pengawasan rencana penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas umum kawasan permukiman sesuai
dengan standar pelayanan minimal;

J- Memetakan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat

kegiatan pendukung;

k. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuali
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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l.  penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup
tugasnya;

m. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;

n. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

o. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

q. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undang;

r. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

t. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14
Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Kawasan Permukiman.
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan
dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan Pengendalian Kawasan Permukiman.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman
mempunyai fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;
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melakukan inventarisasi, pengkajian dan sikronisasi
data kesesuian antara kapasitas pelayanan dan jumlah
rumabh;

melakukan evaluasi data lingkungan hunian;

melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap regulasi
penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman;

melaksanakan pengendalian perencanaan,
pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman;
merencanakan penyusunan format inventarisasi data
prasarana, sarana dan utlitas;

melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi , regulasi,
pelaksanaan inventarisasi data prasarana, sarana dan

utilitas;

melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi dan
sinkronisasi penyelenggaraan pengendalian
pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman;

melaksanakan pengaturan dan pembinaan
penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman;

Melaksanakan pengendalian secara terpadu terhadap
penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman;

Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada
lingkungan hunian perkotaan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup

tugasnya;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan;

penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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g. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

r. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

s. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

u. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pertanahan Kawasan Permukiman dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Kawasan Permukiman.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan pertanahan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Pertanahan Kawasan Permukiman

mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan perencanaan pengaturan penguasaan dan
penatagunaan tanabh;

c. melakukan inventarisasi, pengendalian penguasaan,
penggunaan tanah, dan bangunan tanah;

d. menyiapkan data untuk menangani dan menyelesaikan
sengketa tanah garapan dalam daerah;

e. melaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang
pertanahan kepada masyarakat;

f. penyiapan bahan pengurusan hak atas tanah instansi
pemerintah dan perolehan tanah dibidang perumahan
dan permukiman sesuai peraturan perundang-
undangan;

g. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah
perseorangan dan badan hukum;
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melaksanakan kebijakan Redistribusi Tanah;
merumuskan kebijakan penyelesaian masalah tanah
kosong dalam daerah;

melaksanakan inventarisasi tanah kosong;

menyusun kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
melaksanakan proses penerbitan izin pembukaan tanah
sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;

. merumuskan rencana penggunaan tanah yang
hamparannya dalam daerah;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup

tugasnya;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan;

penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuail dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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(1)

Paragraf 5
Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas

Pasal 16

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi

dibidang Prasarana Sarana dan Utilitas berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan

Utilitas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA)
dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

c. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan
dan  pengendalian  program/kegiatan di  bidang
Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

d. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam
rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program di bidang Prasarana, Sarana dan Ultilitas;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan
program/kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas di Daerah dengan pemerintah provinsi, dan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
terkait sesuai ketentuan = peraturan perundang-
undangan;

f. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai
peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan  perencanaan teknis, pembangunan
Prasarana, Sarana dan Utilitas sesual peraturan
perundang-undang;

h. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program di bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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1. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan
analisa data di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi
pelaksanaan program di bidang Pengelolaan dan
Penataan Ruang Terbuka Hijau;

J. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
terhadap permasalahan di bidang Prasarana Sarana dan
Utilitas kepada atasan;

k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang
Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

l. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan Kkriteria penyelenggaraan di bidang
Prasarana, Sarana dan Utilitas;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;

n. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam
rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya;

o. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan
analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

q. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;

r. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan
bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang; dan

t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17
Seksi Prasarana Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas.
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(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,

pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh

kegiatan pembangunan Prasarana Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman

mempunyai fungsi:

a.

penyusunan  Rencana Kerja  Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melakukan perencanaan pembangunan dan
pemeliharaan prasarana perumahan;

melakukan pembangunan prasarana perumahan;
melakukan pemeliharaan/perawatan jalan lingkungan,
saluran drainase dan jaringan air minum;
mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan
urusan prasarana perumahan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya Dberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesual dengan
lingkup tugasnya;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;

penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;
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(1)

1. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

m. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya
kepada atasan;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

o. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Sarana Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan

Utilitas.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan Sarana Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Sarana Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana  Kerja  Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
Seksi;

b. melakukan perencanaan pembangunan dan
pemeliharaan sarana perumahan;

c. melakukan pembangunan sarana perumahan;

d. melakukan pemeliharaan/ perawatan bangunan
perniagaan atau  perbelanjaan, pendidikan dan
kesehatan, peribadatan, reaksi, olahraga, pemakaman
dan pertamanan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana
perumahan dan kawasan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tecknis sarana
perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas seksi dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sarana perumahan;
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e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
dibidang sarana perumahan;

f. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana
perumahan sesuai peraturan perundang-undangan,;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program/kegiatan sarana perumahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan dan
pemeliharaan dalam rangka sarana perumahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di
bidang sarana perumahan kepada atasan;

j. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di

bidang sarana perumahan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas seksi; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Utilitas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan

Utilitas.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan

dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan utilitas perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Pemakaman mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melakukan perencanaan pembangunan dan
pemeliharaan utilitas perumahan;

c. melakukan pembangunan utilitas perumahan;

d. melakukan pemeliharaan/perawatan jaringan listrik,
jaringan transportasi, jaringan telpon dan pemadam
kebakaran;
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melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan
urusan utilitas perumahan;

mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan
urusan utilitas perumahan;

melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan utilitas
perumahan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup

tugasnya;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;

penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan Kkriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan UPTD serta
Jabatan Fungsional  wajib  melakukan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horisontal dalam lingkungan Dinas dengan instansi terkait
sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 21
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Setiap  pimpinan satuan organisasi  bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menjabat
sebelum Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan diisinya jabatan kepala Perangkat Daerah dan
kepala unit kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini serta tetap
diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan
Walikota Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram (Berita
Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

L AN

pada tanggal 25 Hovember 202C
(WALIKOTA MATARAM ?

/6 H. AHYWR/ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 25 Hovember 202C
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARANg/

KO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 22
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